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Menimbang a. bahwa sehubu.ngan dengan Saudari Dra. YATI SUMIATI,
M.Si., NIP 196607121993032006, jabatan Camat
Panyingkiran' sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada,
Kecamatar\Panyingkiran meninggal dunia, maka Keputusan
Bupati Majalengka Nomor 954jKep.7-BKADj2021 tentang
Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Rekening Perangkat
Daerah sert~ Pelimpahan sebagian Wewenang Dari
Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran di
Lingkungan Pemerint~ Kabupaten Majalengka perlu
disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, rri.aka perlu menetapkan Keputusan Bupati
ten tang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati
Majalengka Ndrnor 954jKe'p.7-BKADj2021 . tentang
Penetapan Pejabat PenggUna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bend~ara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penge~uaran Pembantu, dan Rekening Perangkat
Daerah serta. Pelimpahan sebagian Wewenang Dari
Pengglina Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran di
Lingkungan Pemerlntah Kabupaten Majalengka.
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan' dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Undang-Undang 3
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5279);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6279);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2018
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 34).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);

18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020
Nomor 123).
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MEMUTUSKAN:

Mengubah Lampiranl(eputusan Bupati Majalengka Nomor
954 jKep. 7-BKAD/2b21tentangPenetapan Pejabat Pengguna
Anggaran, Kuasa Pell.~mt ~gg~ran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pehgel.Matari, B,el'idahara Pengeluaran Pembantu,
dan Rekening Pefari'gkat Da:er8h serta Pelimpahan sebagian
Wewenang Dari Pengguna }\ngg¥an .Kepada Kuasa Pengguna
Anggaran di Lingkungan_ Pemerintah Kabupaten Majalengka
untuk Nomor Urut 33 (tiga puluh tiga) dengan perubahan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan inL

Keputusan ini mu!ai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di MajaJ.erigka
pada tanggal 8 Februm.i 2021

BUPATI MAJALENGKA,

~
KARNASOBAHI



LAMPlRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

~~:GOG~L s5~t~m.FM~1BKA.D/2021
- .

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 954/Kep.7-BKAD/2021 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN REKENING PERANGKAT DAERAH SERTA PELIMPAHAN
SEBAGIAN WEWENANG DAR! PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Dr LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

ATASAN LANGSUNG PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARANIBENDAHARANO SKPD REKENING BANKNAMA/NIP GOl JABATAN NAMA/NIP GOl JABATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9

33 Kecamatan Panyingkiran YUYUS KUSMAYA, S.S05. IV/b Pit Camat Panyingklran NANA RUKMANA, S.H., MH IVia Pengguna Anggaran Rekenlng Bank Jabar Banten :
NIP. 196404261986031006 NIP. 197202142000031004 0160260402819
YUYUS KUSMAYA, S.S05. IVib Pit Camat Panylngkiran NASIHIN Bib Bendahara Pengeluaran
NIP. 196404261986031006 NIP. 197307232014081001

BUPATI MAJALENGKA,

~
KARNA SOBAHI
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